
BUPATI TAN,JUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI ,JAMBI
I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
I

NOMOR ~ TAHUN 2014

TENTANG

DISIPLIN ERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN R HMAT TUHAN YANG MAHA ESA

• BUPATI TAN,JUNG ,JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil

yang disiplin, jujur, transparan, bcrwibawa dan

bcrtanggungjawab scrta mcmiliki intcgritas dalam

menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat

scsuai dengan arna nah dan Pcrat uran Pcmerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tcntang Disiplin Pegawai Ncgcri

Sipil, dipandang pcrlu pcningkatan disiplin di

lingkungan Pernerintah Kabupaten Tanjung Jabung

• Timur;

b. bahwa Pcraturan Bupatr Nomor 7 Tahun 2010 tcntang

Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai

Ncgcri Sipil di Lingkungan Pcrncrintah Kabupatcn

Tanjung .Jaburig Timur tidak SCSUaI lagi dengan

perkcmbangan saat ini sehingga perlu diganu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dirnaksud dala m huruf a dan b pcrlu mcnetapkan

Peraluran Bupati len lang Disiplin Kcrja Pegawai Negeri
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Sipil di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Tanjung

.Jabung Timur;

Mengingat 1. undang-U[dang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentu an Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro .Jarnbi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Tr.mur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 19 9 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

lenlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 ten tang Pcmbentukan Kabupatcn

•
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro .Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pcrncrmtahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indoriedia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana tclah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 len tang

Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenlang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

lndoncsia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang

Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemerintah,

•



•

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tcntang

Disiplin Pcgawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);

7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang

Jam Krida Olah Raga;

8. Kcputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang

Hari Kcrja di Lingkungan Lembaga Perncrintah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013

tcntang Disiplin Kerja Pegawai Negcri Sipil Di

Lingkungan Kcmcntcnan Dalam Ncgeri;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 1 Tahun 2008 tcntang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung .Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 1);

11. Peraturan Dacrah Kabupatcn Tanjung .Jabung Timur

Nomor 2 Tahun 2008 tcntang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran

Dacrah Kabupatcn Tanjung .Jabung Timur Tahun 2008
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tirnur

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kcrja Sckretariat Daerah dan Sekrctariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
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Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

.Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Dacrah Kabupatcn Tanjung .Jabung Timur

Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemberitukan Organisasi

dan Tata Kcrja Kecamatan dan Kclurahan (Lcmbaran

Dacrah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur Tahun 2008

Nomor 4).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 14 Tahun 2013 ten tang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Nomor 14).

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KER.JA

PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung .Jaburig Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

• penyelenggara Pemerintahan Dacrah.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung .Jabung Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

5. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

6. Satuan Kerja Perangkat Dacrah selanjutnya discbut SKPD adalah Satuan

Kcrja Perangkat Daerah Kabupatcn Tanjung .Jabung Timur yang terdiri dan

Sekretariat Daerah, Sekretar ia t DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
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Daerah, dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung

.Jabung Timur.

7. Inspektorat adalah Inspcktorat Kabupaten Tanjung .Jabung Timur.

B. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut BKD adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur.

9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana

teknis operasional Dmas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan

Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung .Jabung

Timur.

10. Badan Usaha Milik Oaerah yang selanjutnya disebut BUMO adalah Badan

Usaha Milik Oaerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

11. Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutya disebut PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tanjung .Jabung Timur.

12. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus mclaksanakan tugas pokok dan

fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

13. Disiplin Kcrja Pegawai Ncgcn Sipil adalah sikap dan pcrilaku pcgawai ncgeri

Sipil yang dalam mclaksanakan tugasnya mcntaati segala kewajiban dan

larangan sesuai peraturan perundang-undangan.

14. Absensi adalah alat bukti kehadiran Pcgawai Negcri Sipil dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung .Jabung Timur.

15. Absensi Manual adalah alat bukti kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan

menandatangani blanko absensi kehadiran.

__ 16. Absensi Elektronik adalah alat bukti kehadiran Pegawai Negeri Sipil dengan

menggunakan alat elektronik khusus yang mcdianya sidik jari (finger print);

17. Alpa adalah keterangan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa

dilengkapi ketcrangan.

lB. Apel adalah upacara tanpa pcngibaran bendera bert.ujuan untuk mengccek

kehadiran dan memberikan pengarahan terhadap pegawai.

19. Apel Pagi adalah apel yang dilaksanakan pegawai sebelum masuk kerja.

20. Apel Sore adalah apcl yang dilaksanakan pegawai scbelum pulang kerja.

21. Tim Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah unsur dinas

terkait pada Pemerintah Oaerah yang bertugas melakukan penegakan

..



pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan

oleh Pegawai Negcri Sipil;

22. Pelanggaran Disiplin Kerja adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan,

tulisan dan/ atau perilaku Pcgawai Ncgeri Sipil yang bertentangan dan/ atau

mcnyimparig dcngan butir-butir yang terdapat dalam kctentuan peraturan
mi.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 2

•
Peraturan ini dimaksudkan untuk mcngatur pelaksanaan hari kerja, jam kerja,

apel pagi, apel sore, ketentuan absensi dan penegakan disiplin kerja PNS di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasa! 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan rm adalah:

a. meningkatkan disiplin kerja bagi pegawai;

b. mcnciptakan ketcntuan han dan jam kerja yang cfcktif dan efisien;

c. meningkatkan pelaksanaan apel bagi pegawai;

d. menciptakan keseimbangan dalam penegakan disiplin kerja;

e. meningkatkan produktivitas pegawai;

• f. menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. menjamin penyclenggaraan pclayanan publik bagi masyarakat.
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e. bidang keperawatan;

(2) Rumah Sakit Umum yang tugasnya memberikan pelayanan langsung

kepada masyarakat hari kcrja dan jam kcrja ditctapkan dengan Keputusan

Kepala SKPD yang bersangkutan

Pasa16

(1) Bagi SKPDjUnit Kerja yang tugasnya memberikan pelayanan kepada

masyarakat hari kerja dan jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala

SKPD yang bersarigkutan.

(2) SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Taman Kanak-Kanak, Sckolah Dasar, Sekolah Mcnengah Pertama,

Sckolah Mcncngah At.as, dan Sckolah Mcncngah Kejuruan; dan

b. SKPDjUnit Kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

meliputi :

1. Unit Pclaksana Tekrns Dinas Pcndidikan Kccarnatan , UPT Puskesrnas,

UPT Pelayarian Kesehatan Hewan, UPT Balai Benih Ikan, UPT

Pertanian, UPT Dinas PDAM, dan UPT Badan P3K, UPT Dinas PKAD,

UPT Balai Latihan Kerja;

2. Operasional Polisi Pamong Praja, Tenaga Pengamanan, Tenaga
Kebcrsihan; dan

3. Operasional di Bidang Pcnanggulangan Bcncana, Pcnanggulangan

Bahaya Kebakaran, Pclayanan Terminal, Pcmeliharaan Penerangan

Jalan Umum, Sandi dan Telekomunikasi.

• (3) Rancangan Keputusan Kcpala SKPD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) harus mclalui vcrifikasi olch Bupati sebelum

ditetapkan menjadi Keputusan Kepala SKPD.

(4) Verifikasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

oleh Tim yang dibentuk olch Bupati melibatkan unsur Inspektorat, Badan

Kepegawaian Daerah, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum.
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Pasal 7

(1) Penerapan ketentuan hari kcrja dan jam kcrja di SUMO dilakukan

berdasarkan kebutuhan dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat.

(2) ketentuan hari kerja dan jam kcrja scbagairnana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Direktur SUMO.

Pasal 8

Ketentuan jam kerja SKPOjUnit Kerja pada bulan Ramadhan diumumkan

dengan Surat Edaran Bupati atau Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Mckanisme Abscnsi

Pasal9

(1) Setiap pegawai wajib melaksanakan ketentuan absensi sebagai alat bukti
kehadiran.

(2) absensi sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual
danj atau elektornik.

(3) Absensi manual danj atau absensi clcktronik dilaksanakan di setiap
SKPDjUnit Kerja.

Pasal 10

(1) Absensi manual dilaksanakan sebelum apel pagi, apel sore dan kegiatan
krida olahraga.

(2) Absensi elektronik dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
1. Hari Senin sampai dengan Kamis

Pagi : Pukul 07.00 WIS sarnpai dengan 08.00 WIS

sore : Pukul 15.45 WIS sampai dengan 18.00 WIS.
2. Hari Jum'at

Pagi : Pukul 07.00 WIS sarnpai dengan 08.00 WIS
sore : Pukul 13.00 WIS sj d 18.00 WIS

,.
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Pasal 11

(1) Pengelolaan sistem abscns: dilaksanakan olch SKPDjUnit Kerja yang

bersangku tan.

(2) Dalam pelaksanaan absensi, Kepala SKPDjUnit Kerja menunjuk petugas

pengelola absensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

(3) Bagi SKPDjUnit Kerja yang belum memiliki fasilitas absensi elektronik,

absensi dilaksanakan secara manual sampai dengan lerealisasinya absensi

elektronik.

Pasal 12

(1) Kepala SKPD wajib mcnyarnpaikan laporan daftar hadir kepada Bupati

melalui BKD setiap bulan dan ditembuskan kepada Inspektorat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk rekapitulasi absen

dari masing-masing Unit Kerja dibawahnya

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (2) diterima

laporannya paling larnbat 7 (t.ujuh] hari kcrja bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pclaksanaan Apel

Pasal 13

(1) Setiap Pegawai wajib mengikuti ape I pagl dan ape I sore di SKPD masing-

• masing.

(2) Tata cara apel mengacu pada Tata Upacara Sipil (TUS) sebagaimana telah
ditentukan.

Pasal 14

(1) Apel dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut :

a. hari Sen in sarnpai dengan Karnis :

1. apel pagi : pukul 07.30 WIB; dan

2. apel sore: pukul 15.45 WIB.
T"r'. .
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b. hari Jurn'at :

1. pukul 07.30 WIB rnelaksanakan Krida Olahraga dan z atau gotong

royong selarna 60 mcrut tanpa apel rnasuk kerja; dan

2. apel sore pada pukul 13.45 WIB.

(2) Dalarn rangka peningkatan disiplin pegawai di tingkat Kabupaten

dilaksanakan apel gabungan bersarna seluruh SKPD pada hari Senin pagi

dan Jurnat sore di lapangan Kantor Bupati.

(3) dikecualikan dan ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) adalah

Rurnah Sakit Urnurn Nurdin Harnzah yang tugasnya rnernberikan pelayanan

langsung kepada rnasyarakaL

(4) Dalarn rangka peningkatan disiplin pegawai ditingkat Kecarnatan

dilaksanakan apel gabungan bersarna seluruh Unit Kerja pada hari Senin

pagi dan Jurnat sore di Kantor Carnat.

(5) Dalarn rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan rnernupuk jiwa

nasionalisrne setiap bulan pada tanggal 17 dan hari-hari besar nasional

dilaksanakan upacara gabungan bcrsarna instansi vcrtikal.

(6) Pelaksanaan apel gabungan dan upacara gabungan sebagairnana dirnaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) dibcrlakukan absensi tersendiri yang dikelola
BKD.

(7) Ketentuan ape I pagi dan apel sore pada Bulan Rarnadhan diatur lebih lanjut

dengan Surat Edaran Bupati atau Sekretaris Daerah;

~asal 15

• (1) Bagi Pegawai Negcri Sipil yang !lidak masuk kcrja dcngan alasan tertentu,

harus rnernenuhi kctentuan sebagai berikut:

a. sakit lebih dari 2 (dua) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;

b. izin harus secara tertulis dan rncndapat pcrsctujuan (disposisi) atasan
langsung;

c. dinas luar harus dibuktikan [dengan Surat Perintah Tugas (SPT) dari
atasan langsung; atau

d. cuti harus dibuktikan dengan surat cuti.
i
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(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mernenuhr ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan alpa oleh Kepala SKPD.

Bagian Keempat

Disiplin Kerja

Pasal 16

•

(1) Setiap PNS tidak diperbolehkan meninggalkan kantor pada jam kerja.

(2) PNS yang meninggalkan kantor pada jam kerja harus mendapat izm atau

penugasan dari Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Izin dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara

tertulis dengan bentuk surat izin dan surat tugas sebagaimana tercantum

pada lampiran Peraturan Bupati iru.

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan oleh Kepala

Satuan Kcrja Perangkat Dacrah dengan jumlah tidak melebihi 2/3 (dua

pertiga) dari jumlah pcgawai Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang

bersangku tan.

BAB III

PENEGAKANDISIPLIN

Bagian Kesatu

Tim Penegakan Disiplin

Pasal 17

• (1) Dalam rangka pelaksanaan penegaka disiplin kerja PNS di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanjung .Jabu g Timur di bentuk Tim Penegak

Disiplin, dengan susunan keanggotaan s bagai berikut :

Pengarah Bupati dan Wakil Bupa . Tanjung Jabung Timur

Pembina

Ketua

Sekretaris Dacrah

Asisten Administrasi U urn

Inspektur Kabupatcn T' njung .Jabung Timur

Kcpala Badan Kcpcgaws ian Daerah

1. Para Kepala SKPD

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

..



3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda

4. Irban Pemcrintahan dan Aparatur

5. Kabid Pcmbinaan Aparatur

(2) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas Tim Penegakan Disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 18

•
(1) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kerja dikenakan sanksi disiphn

berupa sanksi moral dan tindakan administratif.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sccara tertulis dan

ditetapkan oleh Tim Penegakan Disiplin .

(3) Dalam pemberian sanksi harus disebutkan jenis pelanggaran disiplin kerja

yang dilakukan oleh PNS bcrsangkutan.

Pasal 19

•

(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tcrtutup; atau

b. pernyataan secara terbuka.

(2) Pernyataan secara tertutup scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

adalah penyampaian sanksi yang hanya diketahui oleh Pegawai yang

bersangkutan dan Pejabat pembcri sanksi serta Pejabat lain yang terkait.

(3) Pernyataan sccara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

adalah penyampaian sanksi melalui forum pertemuan Pegawai, upacara

peningkatan disiplin, atau forum lainnya.

Pasal 20

Pengenaan sanksi disiplin undakan administratif sebagaimana dimakasud

dalam Pasal 18 ayat (1) berupa pemotongan tunjangan kesejahteraan daerah
PNS yang bersangkutan.

r I
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Pasal 21

(1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi dilaksanakan SCSUal dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditembuskan

kepada Inspcktorat dan BKD.

Bagian Ketiga

Penghargaan Tcrhadap Pcgawai

Pasa122

•
(1) Pelaksanaan disiplin kerja dalam peraturan ini menjadi salah satu kritena

dalam menetapkan penghargaan bagi pegawai yakni, pegawai teladan.

(2) Penghargaan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direkomendasikan oleh Tim Penegakan Disiplin.

(3) Dalam pemberian penghargaan harus discbutkan bahwa pegawai yang

menerima penghargaan darr/ atau ditetapkan sebagai pegawai teladan udak

pernah melakukan pclanggaran disiplin kerja sesuai rekomendasi Tim

Penegakan Disiplin sebagaimana dimaksud pad a ayat (2).

BABV

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasa123

• (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dapat direkomcndasikan olch

Tim Penegakan Disiplin untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan

hukuman disiplin sesuai dcngan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi pegawai dengan jabatan struktural csclon II dan Esclon III wajib

melaksanakan absensi manual pagi dan sore di Sekretariat Daerah.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku maka Pcraturan Bupati Tanjung

.Iabung Timur Nomor 7 Tah un 2010 tenlang Pcngaluran Hari Kcrja dan Jam

Kerja PNS di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten Tanjung .Iabung Timur (Berila

Daerah Kabupalen Tanjung .Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 7), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati im mulai bcrlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempalannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Tanjung

.Iabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada langgal ).. .fA(JVAAf 2014

~BUPATI ~ANJUNG JABUNG TIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada langgal .;t ~AWV,,(l.1 2014

SEKRETARIS DAERAH K UPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

BERITA DAERA KABUPATENTAN,]UNGJABUNG TIMUR

TAHUN 2014 NOMOR ~..
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TAN.JUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT IZINjPENUGASAN

KELUAR KANTOR PADA .JAM KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TlMUR
(Nama SKPD)

{Ala mat) JI
Telepon (0740) Fax (0740)

Emali www taruabtrrnkab zo rd

SURAT IZIN I PENUGASAN
KELUAR KANTOR PADA JAM KERJA

•
Drketahui oleh

(Nama Jabatan Atasan Langsung Yang Bersangkutan)

Nama
NIP
Jabatan
Tanggal
Jam Keluar
Jam Kembail
Keperluan

(Nama)
(Pangkat).
(NIp)

Keterangan Format :

• .:. Ukuran Surat Izin

.:•• Jcnis Kertas Surat Izin
14,8 em X 21 em (A5)

HVS 80 gram

BUPATI TANJUNG ,JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI
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